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2. Bagi Pemerintah   

Adapun sebagai acuan dalam pengambilan kebijkan di masa 

mendatang dalam mewujudkan masyrakat mandiri dan sejahtera dan 

dalam pengusulan Pendamping desa ataupun pendamping local desa 

tidak merekrut yang oarng yang sudah punya pekerjaan agar dapat lebih 

focus dalam suatu pengewasan ataupun kegiatan yang akan 

dilaksanaan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.  

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik meneliti tentang peran pendamping desa dalam 

pemberdayaan masyarakat adalah dapat dijadikan pedoman untuk 

melakukan penelitian selanjutnya tentang peran pendamping desa dalam 

pemberdayaan masyarakat  

4. Bagi Pembaca.  

      Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

 terkait  dengan  Peran  Pendamping  Desa  Dalam 

Pemberdayaan  Masyrakat  serta  factor  yang  

mempengaruhinya.Khususnya yang berminat untuk melakukan 

penelitian maka perlu modifikasi variable baik menambahkan ataupun 

sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian. 
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